SYUBUHAT-SYUBUHAT SEPUTAR

BUNGA BANK
1. Bunga bank dianggap membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih. 

Syubuhat :

 
“Saya tidak dapat mengatakan bahwa setiap tambahan terhadap harta pokok dianggap sebagai riba yang diharamkan syari’at, karena beberapa ayat Al Quran dan hadits Rasulullah saw. tidak menguatkan hal itu, bahkan menguatkan seruan untuk menanamkan ruh kemurahan hati dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Dalil :

“Apabila kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” ( Q.S An Nisaa’ : 86)

“ Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.” ( Q.S Al Baqarah : 237 )

Bantahan :


“Memang tidak setiap tambahan terhadap harta pokok dapat dianggap riba. Namun tambahan yang disyaratkan diawal terhadap uang/harta pokok  tanpa ada transaksi pengganti yang dibenarkan syari’at, adalah riba yang diharamkan.

Adapun ayat di atas tidak memuat dalil tentang masalah riba (bunga), baik yang tersirat ataupun yang tersurat, yang zhahir ataupun yang dapat ditakwil. Apakah termasuk mambalas kebaikan ketika peminjam diharuskan membayar pinjaman  disertai tambahan (bunga) yang telah ditetapkan, sementara yang memberikan pinjaman tidak peduli dengan kondisi sipeminjam?” 

2. Rasulullah pernah membayar utang lebih dari harta pokok yang dipinjam.

Dari Abu Rafi’ r.a bahwa Rasulullah saw. meminjam unta yang berumur tuga tahun kepada seseorang. Lalu datang unta-unta shadaqah kepada beliau. Beliau memerintahkan Abu Rafi’ menyahur unta pinjaman itu. Tapi Abu Rafi’ kembali dan berkata :”saya tidak mendapatkan di antara unta-unta shadaqah kecuali yang sudah berumur enam tahun.” Beliau bersabda :”Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik penyahurannya di antara mereka.”

Jadi orang itu meminjamkan seekor unta yang berumur tiga tahun kepada nabi saw. lalu beliau menggantinya dengan unta yang berumur enam tahun; yang berarti lebih baik dan lebih mahal. Anggaplah unta yang berumur tiga tahun nilainya seribu dirham, sedangkan yang enam tahun nilainya seribu limaratus dirham, apakah tambahan terhadap harta pokok ini juga dianggap riba?

Jawaban :

Terdapat perbedaan yang mendasar antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh bank dewasa ini. Dalam hadits di atas, orang yang memberikan pinjaman tidak menetapkan syarat kepada Nabi saw. agar beliau melunasi unta berumur tiga tahun dengan unta yang berumur enam tahun. Sementara bank menetapkan tambahan dimuka, yang berarti itu riba.

Tentang syarah hadits ini, Imam An Nawawy Rahimahullah mengatakan : “di dalam hadits ini disebutkan bahwa siapa yang mempunyai beban pinjaman berupa al qordhu atau yang lainnya, maka dianjurkan agar dia mengembalikan dengan barang atau pengembalian yang lebih baik dari barang yang dipinjamkan kepadanya. Yang demikian ini hukumnya sunat dan termasuk akhlak yang mulia. Ini bukan merupakan pinjaman yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, karena yang demikian itu dilarang. Karena yang dilarang ialah jika ada syarat dalam transaksi pinjam meminjam.”

Al Hafizh Ibnu Hajar Al ‘Asqolani berkata ;” di dalam hadits ini terkandung pembolehan mengembalikan yang lebih baik dari pinjaman, jika tidak ada syarat. Jika syarat itu terjadi dalam transaksi, maka hal itu haram menurut kesepakatan. Ini juga merupakan pendapat jumhur.”

Jadi Nabi saw. mengembalikan pinjaman lebih banyak/baik dari pinjaman, tanpa ada syarat atau kesepakatan di antara keduanya. Adapun bank konvensional, ketika seseorang menabung satu juta rupiah, maka dia membuat kesepakatan dengan pihak bank bahwa uangnya akan bertambah 12 % misalnya, setiap tahun. Kemudian datang orang lain untuk mendapatkan pinjaman dari bank, lalu pihak bank menyetujui pinjaman itu, tapi dengan syarat nasabah yang menjadi debitur harus mengembalikan pinjaman dengan tambahan 17% untuk jangka waktu satu tahun. Disini ada penetapan syarat saat terjadi transaksi tabungan dari nasabah dan saat memberikan pinjaman dengan nasabah lain, sehingga bank melakukan praktik riba dua kali.

Dari Nafi’, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata , ‘Barang siapa meminjamkan suatu pinjaman, maka dia tidak boleh menetapkan syarat kecuali pelunasan pinjaman itu.’ Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al Mughny, jilid 6 hal.436 , ‘Setiap pinjaman yang didalamnya ada penetapan syarat tambahan, maka hal itu haram tanpa ada perselisihan pendapat tentang hal itu.’

3.  Masalah rela sama rela (saling ridho).

Telah ada ketetapan dalil-dalil yang shahih dalam Al Kitab dan As Sunnah serta ijma’ bahwa tambahan yang disyaratkan terhadap harta pokok ketika terjadi transaksi pinjam-meminjam, dianggap riba yang diharamkan menurut syari’at. Jika sesuatu sudah ada ketetapan pengharamannya menurut syari’at, maka tidak dapat dibuat halal karena ada saling ridha.

Umpanya ada seorang laki-laki berzina dengan wanita, keduanya saling ridho dan suka sama suka. Apakah zina itu menjadi halal bagi keduanya ? Atau ada seorang laki-laki menikah dengan saudari kandungnya, keduanya saling ridha. Apakah pernikahan ini sah ?

4. Bunga bank boleh untuk kemaslahatan manusia.

Ini merupakan pernyataan yang tidak masuk akal, karena apakah mungkin pertimbangan kemaslahatan manusia dapat menghalalkan sesuatu yang telah jelas haram menurut syari’at? Bagaimana mungkin pertimbangan kemaslahatan manusia dapat membuat riba sebagai sesuatu yang halal bagi orang yang memakannya, wakilnya, sekretarisnya dan kedua saksinya, meskipun Nabi saw. telah melaknat orang-orang itu?

Contoh : Negara memerlukan pendapatan dalam rangka mengangkat taraf hidup. Potensi kelautan memiliki peranan yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Sementara para pelaut asing dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik tidak dapat bekerja secara optimal kecualai jika mereka minum arak. Lalu apakah kita harus membolehkan produksi arak, menjual dan memperdagangkannya serta  menyuguhkannya kepada para nelayan atau pelaut? Tidak, Tidak boleh. Yang haram tetap saja haram.

5. Kekeliruan menggolongkan bunga bank kepada wakalah.

Transaksi dengan bank tidak dapat disebut wakalah, karena syarat-syarat wakalah tidak cocok untuk transaksi dengan bank. Diantaranya : pertama, al wakil maupun al muwakil tidak boleh menetapkan syarat nilai dimuka dari harta pokok. Sekiranya al wakil  dan  al muwakkil  menyalahi syarat ini, lalu keduanya menetapkan syarat nilai dimuka, maka al wakalah menjadi gugur dan ia berubah menjadi hutang piutang ribawi yang diharamkan. 

Syarat kedua, al wakil  tidak dapat memberi jaminan sekiranya barang yang didelegasikan rusak, tanpa ada tindakan pengabaian darinya. Sementara bank memberikan jaminan terhadap hal tersebut. Sekiranya seseorang menyimpan uangnya di bank sejumlah satu juta rupiah, lalu uang itu dipergunakan bank untuk membangun pabrik, tapi pabrik yang sudah dibangun terbakar tanpa ada kesengajaan atau tanpa ada pengabaian dari bank, maka apa sikap nasabah? Tentu dia akan menuntu haknya secara penuh dan juga dengan tambahan yang telah disepakati dimuka.

6. Kegiatan usaha Bank Konvensional bukan Mudharabah

Diantara alasan nyeleneh dan kontroversial yang dikemukakan oleh sebagian orang yang ingin menjustifikasi bunga riba itu ialah bahwa bunga itu merupakan bagian keuntungan bagi pejabat di lingkungan bank Konvensional. Hal ini untukmenggambarkan bahwa praktik yang dilakukan bank itu identik dengan mudharabah (prinsip bagi hasil)

Maksudnya, dalam hubungan antara pihak bank dengan pihak nasabah, bank berfungsi sebagai mudharib ‘yang akan mengusahakan harta dan mengembangkannya’, dan nasabah berkedudukan sebagai pemilik harta (financier). Kemudian dalam hubungan antra pihak bank dengan pihak ketiga, bank berfungsi sebagai pemilik harta, sementara pihak ketiga berfungsi sebagai  mudharib.

Gambaran di atas bertentangan dengan inti kontrak mudharabah. Karena dalam akad tersebut posisi mudharib adalah sebagai pemegang amanah terhadap harta yang diserahkan kepadanya, bukan sebagai penjamin. Jadi pihaknya tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan kecuali terbukti bahwa ia telah melakukan pengkhianatan, pelanggaran atau menyepelekannya.

Seandainya dimasukkan dalam persyaratan bahwa mudharib  menjamin keselamatan uang/harta mudharabah maka akan mengakibatkan batalnya akad mudharabah dan hilang legalitasnya. Sedangkan fakta yang tidak mungkin dibantah kebenarannya bahwa bank menjamin uang yang dipegangnya. Bagaimana mungkin bank dalam hal ini berfungsi ganda sebagai pemegang amanah dan sebagai penjamin dalam waktu yang sama?

Demikan pula dalam akad mudharabah diisyaratkan kedudukan yang seimbang antara keduabelah pihak dalam menanggung resiko baik untung maupun rugi. Tidak boleh secara sepihak mendapat keuntungan yang pasti dari sejumlah uang tertentu dengan mengorbankan pihak lain.

Penentuan jumlah nominal uang atau harta tertentu dikhususkan untuk pemilik modal saja, ataupun khusus untuk mudharib, mengakibatkan rusaknya akad mudharabah dan bergeser dari lingkungan halal ke lingkungan haram. Ibnu Mundzir berkata, ‘seluruh ahli ilmu pengetahuan islambersepakat atas batalnya akad mudharabah jika salah satu pihak atau masing-masing pihak menentukan persyaratan khusus beberapa dirham tertentu untuk dirinya’. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hal itu tidak sah karena dua alasan :

1. Sekiranya ia syaratkan nominal tertentu yang akan menjadi haknya, berkemungkinan hanya jumlah nominal itu yang menraik keuntungan. Akibatnya,  hanya pihaknya yang menguasai seluruh keuntungan atau sebaliknya, jumlah nominal itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa atau ia untung besar sehingga ia dirugikan.

2. Bagian (porsi) seharusnya diketahui dalam bentuk pembagian (persentase), karena tidak mungkin menentukan jumlahnya secara pasti. Jika pembagian itu tidak diketahui oleh masing-masing pihak, maka kontrak tersebut menjadi bata(rusak)

7. Masalah riba yang berlipat ganda.

Dalam upaya untuk mencari-cari celah membolehkan bunga bank, ada orang yang beralasan bahwa riba yang diharamkan Al Qur’an ialah riba yang adh’afan mudha’afah’berlipat ganda’, sedangkan riba yang kecil seperti 8% atau 10% tidak termasuk riba yang dilarang. Ungkapan ini terdengar sejak awal abad kedua puluh, dengan alasan berpegang kepada konotasi ayat Al Qur’an :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, takutilah Allah, semoga kamu beruntung.” (Q.S Ali Imran : 130)

Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan mnemahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sifat riba yang disebutkan dalam ayat ini ‘adh’afan mudha’afah’ adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipatgandakan bunganya.

Pola berlipat ganda ini tidak dianggap sebagai kriteria (syarat) dalam pelarangan riba. Dalam arti bahwa berlipat ganda hukumnya boleh.

Lagi pula manakah yang disebut disebut riba yang kecil dan mana riba yang besar? Siapa yang menyatakan 10% itu kecil dan 12% itu besar? Apa ukurannya? Sangat relatif.

Jika kita mau berpegang pada makna eksplisit ayat, maka yang disebut berlipat ganda itu besarnya 600% sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof. Dr.Muhammad Daraz, karena kata ‘adh’af’ itu sendiri bentuk jamak, paling sedikitnya tiga. Maka, jika tiga dilipatgandakan walaupun sekali, maka akan menjadi enam. Adakah yang membenarkan hal ini?

Dalam surah Al Baqarah, terdapat penghapusan riba secara total.

“Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dantinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melepaskan seluruh sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiya.” ( Q.S Al Baqarah : 278-279 )
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